
BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 75 TAHUN 2OL6

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2Ot7, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2Ol7 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan'Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 273O1;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepofisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a286\;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaOO);



6.

7.

8.

9.

11.

t2.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
Undang-Un$ang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah h.rsat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa3Q;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L30, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OtL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523fl;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2OLS (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000
Nomor 2LO, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aO28l;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44t6), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2OOT (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aSaO);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengeloiaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5751;

14.
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576l.,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45781 ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a6lal;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
49721, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2OI2 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

2A. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

2I. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2OLO tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OI4 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OL6 (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 586a);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor LL4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 5887);



25. Peraturan Presiden Nomor 1O8 Tahun 2OOT tentang
T\rnj angan Tenaga Kependidikan ;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OIL;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OO7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata
Cara Pengembalian T\rnjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional ;

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/O7 /2OO8
tentang Penggunaan Dana Bagr Hasil Cukai Hasil
Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
20|PMK.O7l2OO9;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 ;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OI7;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2005 Nomor 1 Seri E), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E) ;

94. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005
Nomor 2 Seri E) ;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun
2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006
Nomor 8 Seri E) ;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OIO Nomor 1 Seri
c);
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37. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun
2OIO tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan
Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2010 Nomor 2 Seri C);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 20tt Nomor 1 Seri B) ;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun
2OI2 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2Ol2 Nomor 1 Seri
c);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun
2OI2 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2OL2 Nomor 2 Seri C);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun
2Ol2 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun2012 Nomor 3 Seri C);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun
2Ol2 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2Ol2 Nomor 4 Seri
c);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun
2AL3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2OL3-20I8 (l,embaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2013 Nomor 18);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun
2Ol4 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2Ol8 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2Ol4 Nomor 8);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke
Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 7);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun
2015 tentafig Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke
Dalam Modal PT. Bank Perkreditan Ralqyat (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 8);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2OL6 Nomor 1O);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun
2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke
Dalam Modal PDAM (kmbaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2016 Nomor 13);
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Menetapkan : PERATURAN
PENDAPATAN
20L6.

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

MEMUTUSKAN:

BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
Anggaran 2OL6 terdiri atas :

1. Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Daerah.... Rp. 146.871.696.103,00
b. Dana Perimbangan. Rp. 1 .336.407.865.000,00
c. L^ain-lain Pendapatan yang SahRp. 234.902.822.52O.O0

Jumlah Pendapatan.... ... Rp. 1.718.182.383.623,00
2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai ............. Rp. 760.238.986.426,OO
2) Belanja Hibah Rp. 63.164.304.730,00
3) Belanja Bantuan Sosial... Rp. 5.47L.220.000,0O
a) Belanja Bagi Hasil. Rp. 4.L92.588.010,00
5) Belanja Bantuan KeuanganRp. 253.398.494.881,00
6) Belanja Tidak Terduga.... Rp. 3.500.000.000.0O

Rp. 1.089.965 .594.O47 ,OO

Rp. 34.623.611.325,00
Rp. 3OO.374.412.418,O0
Rp. 426.722.923.737.OA

. Rp. 76L.720.947.48O.OO
Jumlah Belanja Rp. I .851.686 .54L.527 ,OO

Surplus / (Defisit)...(Rp. 133.50a.157.90a.001

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Rp. 152.0O4. 157.904,00
Rp. 18.500.000.000.00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 133.504.157.904.00
Selisih lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaima:ea dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini,
yang terdiri atas :

a. Lampiran I Ringkasan Penjabd.ran APBD; dan
b. Lampiran II Rincian Penjabaran APBD

Pasal 3

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman dalam pen5rusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 30 Desember 2016

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 30 Desember 2016

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OL6 NOMOR 74

TI PAMEKASAN,

ARIS DAERAH
PAMEKASAN,
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